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Abstract 

Indonesian state in managing and organizing the system of government must have ideals to be achieved, the ideals and objectives is kritilisasi values ​​are believed to be the truth by people who later used as the foundation in carrying out development dinegarannya. Similarly, the Indonesian state has a goal like that on the opening goal as stated in the preamble of the Constitution 45, particularly in the fourth paragraph to protect all the people of Indonesia and the entire country of Indonesia, promote the general welfare, the intellectual life of the nation and participate implement order and world peace based on freedom, abiding peace and social justice.
Definition of Municipal Police under Act No. 32 of 2004 on Regional Government is the head of the area assigned to assist the region in order to hold public peace and order as well as organizing public peace and order and enforce the Regulation (Article 148 paragraph (1) of the Act No. 2 of 2004 on Regional Government).


BAB I P E N D A H U L U A N
A. Alasan Pemilihan Judul 
Negara Indonesia dalam menata dan mengatur sistem pemerintahannya pasti mempunyai cita-cita yang ingin dicapai, cita-cita dan tujuan ini merupakan kritilisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan pembangunan dinegarannya. Demikian juga dengan Negara Indonesia yang mempunyai tujuan seperti yang tentang dalam pembukaan tujuan seperti yang tertuang dalam  pembukaan UUD 45, khususnya di alinea ke IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Pelaksanaan pembangunan itu memerlukan kondisi yang aman dan tertib, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan keamanan di daerah secara terencana dan terpadu. Dalam penanggulan ancaman gangguan ketentraman dan keamanan diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu. Baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan ( prosperity  dan security ) Pedoman dan petunjuk polisi pamong praja 2000 Jakarta Dirjen PUOD hal 23. Terciptanya suatu kondisi ketentraman dan keamanan yang mantap di daerah perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Kondisi ketentraman dan keamanan yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran pelaksanaan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas kepala daerah akan bertambah, terutama dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja ( UU No 32 Pasal 148 tahun 2004 tentan pemerintah daerah). 
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah derah pasal 148 ayat 1, keberadaan polisi pamong praja sangatlah strategis karena berfungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan keamanan masyarakat. Memperhatikan tugas polisi pamong praja sebagai pembantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka polisi pamong praja dituntut untuk menciptakan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mantap, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanan, penyusunan, pembangunan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga peran polisi pamong praja dapatlah dirasakan manfaatnya disemua bidang termasuk pembangunan pemerintah dan kemasyarakatan. Dengan demikian betapa pentingnya peran pamong praja dalam demikian betapa pentingnya peran pamong praja dalam ikut serta menyelenggarakan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan pemerintah daerah, apalagi seperti diketahui bahwa Kabupaten Kubar adalah salah satu dari Kabupaten yang dianggap baru akan bertumbuh dan berkembang, dengan demikian peran dari pamong praja itu sangat dibutuhkan sebab mana kala tidak perkembangan pemerintahan yang masih relative muda itu akan mengalami, berbagai hambatan, untuk itu diharapkan terutama oleh pengangkatan Kabupaten itu sendiri supaya Pamong praja bisa semaksimal mungkin berperan, sehingga Kabupaten Kubar akan cepat berkembang sesuai dengan harapan yang ada dalam hati masyarakat Kubar khususnya dan Bangsa Indonesia umumnya. 
Berdasarkan uraian diatas maka perlu kiranya dicari permasalahan apa yang menghambat kinerja polisi pamong praja yang selanjutnya perlu segera diadakan pemecahan masalah atau jalan keluarnya sehingga dapat mampu berperan aktif membantu Kepala Daerah dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Hal ini menarik bagi peneliti untuk menyusun skripsi dengan judul : SUATU TINJAUAN TUGAS DAN FUNGSI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN KUBAR.  
BAB II KERANGKA TEORI 
A. Pengertian Polisi Pamong Praja
Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta Penegakkan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Daerah.[footnoteRef:2] [2:  Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, Jakarta, Dirjen PUOD, 1995, hal.12] 

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah : 
1. Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah artinya aparat pemerintah pusat yang dipekerjakan di daerah, sedangkan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai aparat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahtan Daerah). 
2. Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja tentang sedangkan ruang lingkup tugas Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diperluaskan selain menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum juga melakukan penegakkan Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan dan menggali pendapatan asli daerah (PAD) (Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis (Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, Jakarta, Dirjen PUOD, 1995). Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan secara singkat sejarah pembentukan Polisi Pamong Praja yang keberadaanya tidak dapat disamakan dengan Polisi Khusus (melakukan tugas kepolisian terbatas) serta berbeda pula dengan keberadaan Hansip, Kamra dan Wanra (yang dibentuk dalam rangka perwujudan sistem Hamkarata). Pembentukan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada waktu itu Polisi Pamong Praja tidak dibentuk secara serentak melainkan secara bertahap. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut : (Bahan Diklat Polisi Pamong Praja).
Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja[footnoteRef:3] yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Bupati / Walikota seluruh Indonesia. Dan baru pada tahun 1998 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Bahan Diktat Polisi Pamong Praja, Semarang, Setda Prop. Jateng 2001). (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dengan demikian berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, maka kedudukan dan fungsi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan yaitu dari perangkat daerah dan ini sangat mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang ada, begitu juga misi, tugas dan fungsi akan berbeda, yang sebelumnya mengarah pada aspek mengawasi jalanya penyelenggara pemerintah di daerah sekarang sebagai aparat daerah yang bertugas untuk menegakkan Peraturan daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat (Pasal 148 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). [3:  Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja] 

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja ddalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga di tuntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam pemerintah sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.[footnoteRef:4] [4:  Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, Jakarta, Dirjen PUOD, 1995. ] 

Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi Pamong Praja akan bertumpu pada kegiata yang lebih bersifat penyuluhan dan penggusuran, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana (Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja adalah selain melakukan penegakkan Peraturan Daerah, juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah). Mengingat luasnya daerah dan menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya Kepala Daerah dalam “Keadaan biasa” diberikan wewenang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerahnya yang meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
B. Satuan Polisi Pamong Praja di Era Otonomi Daerah
Negara Republlik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menatakan pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan di tetapkannya dengan Undang-Undang.
Dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, Penyelenggara otonomi daerah di laksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah juga di laksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, serta peran masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.[footnoteRef:5] [5:  Undang-Undang No. 32 Pasal 1 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. ] 

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak, maka pemberian kewenangan otonomi dari pemerintahan Pusat kepada Daerah Kabupaten di dasarkan pada asas Desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Pengertian Otonomi Daerah adalah pemerintah daerah bewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Maksud dengan otonomi nyata adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada di perlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang (Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
Satuan Polisi Pamong Praja setelah berlakunya otonomi daerah selain menertibkan dan mengamankan daerahnya juga ikut serta mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
C. Penegakan Hukum Polisi Pamong Praja
Teori persuasif atau pembinaan dalam teori ini Polisi Pamong Praja bentuknya memberi teguran secara lisan atau tertulis kepada pelanggar.[footnoteRef:6] Teori represif atau penindakan : Biasanya Polisi Pamong Praja mengadakan operasi gabungan dengan aparat kepolisian tetapi bila ada yang melanggar Peraturan Daerah disidik oleh penyidik (aparatur negara) untuk diajukan ke pengadilan (Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, Jakarta, Dirjen, PUOD, 1995). [6:  (Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, Jakarta, Dirjen, PUOD, 1995] 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam Menegakan Peraturan Di Kabupaten Kubar
Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Kubar cukup berperan karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Bupati atau Kepala Daerah dakan melaksanakan tugas pemerintah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubar mengatakan bahwa “Polisi Pamong Praja sudah cukup berperan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem hunting (mobil), mengadakan patroli-patroli rutin dan kewilayahnya, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan, pembinaan sarana lalu linatas”. Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Kubar : 
1. Kegiatan Operasi (Patroli) wilayah yang dilakukan setiap hari pada waktu pagi, sore dan malam. 
2. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah yang menyangkut penertiban kepentingan umum. 
Dengan adanya kegiatan operasi dan penyuluhan yang dilakukan Polisi Pamong Praja, pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kubar dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa peran Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kubar cukup berperan dalam penegakan Peraturan Daerah, ini dilihat menurunya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Kubar. Polisi Pamong Praja setiap hari melakuka patroli atau operasi, Polisi Pamong Praja hanya bertugas memberi teguran secara lisan dan tertulis kepada pelanggar dan sering melakukan kegiatan operasi agar penegakan Peraturan Daerah dapat berjalan lancar. 
Secara operasional teguran secara lisan dan tertulis sebanyak 3 kali, setelah itu di lakukan penindakan. Pembentukan dan susunan organisasi Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam tugasnya membantu Kepala Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dimana peran Polisi Pamong Praja sudah cukup dan sesuai dengan prosedur yang ada dan berpijak pada Peraturan Daerah yang berlaku. Jika semua itu dipatuhi mungkin tidak akan terjadi kesalahpahaman antara satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat.
Mengenai gangguan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Kubar, dilihat dari data yang masuk ke kantor Polisi Pamong Praja ternyata gangguan di bidang sosial budaya menempati urutan pertama, selanjutnya di bidang ekonomi, gangguan yang ditimbulkan oleh alam. Secara rata-rata 35% gangguan di bidang sosial budaya, 29% oleh faktor ekonomi, gangguan manusia 20%, terkhir yang di timbulkan alam 16%. Dilihat dari segi aspek hukum Peraturan Daerah,  sanksinya memang rendah ditambah lagi menurut penulis di Kabupaten Kubar sangat jarang terjadi pelanggaran Peraturan Daerah yang berat tidak seperti di kota-kota besar lainnya. 
Sudah barang tentu dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan seringkali mengalami kendala atau hambatan atau kendala tersebut datangnya bisa dari dalam (intern) maupun dari luar (extern). Demikian juga dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubar dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengalami hambatan antara lain : 
1. Kelembagaan 
Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah, namun pada masa transisi pelaksanaan debirokrasi dan demokrasi masyarakat di daerah (yang jauh dari pusat Kota Kubar) cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku dan hal ini disebabkan karena belum adanya petunjuk pelaksanaan atau teknis tentang prosedur penanganan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
2. Sumber Daya Manusia 
Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dan ketepatan pelayanan oleh Sumber Daya Manusia aparatnya, namun kemampuan dan keterampilan teknis aparat kurang memadai. Hal ini disebabkan belum optimalnya diklat atau fungsional bagi personil Polisi Pamong Praja.
3. Jaringan Kerja
Di dalam Polisi Pamong Praja sudah ada Tim Tibcarlantas yang merupakan dasar dalam melakukan koordinasi dibidang ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dan sudah ada peraturan-peraturan dasar yang lain dalam mengatur koordinasi dengan dinas atau instansi maupun dalam rangka pemberian kewenangan Polisi Pamong Praja.
4. Lingkungan yang belum Kondusif.
Sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah masih kurang. Disi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, dimana hal ini disebabkan oleh kondisi politik yang saat ini belum mantap (tidak menentu).
Prinsip dasar penertiban dan penegakan Peraturan daerah adalah diupayakan tidak menimbulkan masalah baru dan lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan koordinasi. 
Bentuk-bentuk penertiban yang dilaksanakan tidak adanya hambatan yang fatal antara lain : 
1. Pembongkaran Tower
2. Penghentian pembangunan rumah yang belum memiliki IMB
3. Pembongkaran rumah di bantaran sungai
4. Pemindahan PKL pasar tiban
5. Pemindahan warga yang menempati tanah PJKA
6. Penyelesaian kasus slep keliling dan lain-lain.
Berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian di lapangan maupun berdasarkan laporan-laporan dari daerah, terdapat berbagai bentuk dan jenis gangguan yang sering terjadi di bidang ketentraman dan ketertiban yang ada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
1. Gangguan yang di timbulkan karena alam yaitu : 
Banjir yang melanda Kabupaten Kubar membuat Polisi Pamong Praja mengalami hambatan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan menghambat pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di daerah.
Untuk itu Polisi Pamong Praja secara koordinatif dengan instansi terkait memberikan bimbingan atau motivasi dan pengawasan kepada aparat tingkat bawah dan masyarkat luas mengenai usaha dan kegiatan penanggulangan sampah atau kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, pertokoan, terminal, sekolah, pemukiman berupa selokan, saluran gorong-gorong, genangan, pembuatan dan pemanfaatan saluran air limbah.
2. Gangguan yang ditimbulkan oleh manusia;
Perkelaian antar pelajar di Kabupaten Kubar merupakan permasalahan yang sering terjadi dan sangat meresahkan warga masyarakat, untuk itu Polisi Pamong Praja melakukan penertiban pelajar pada waktu jam pelajaran di tempat-tempat umum. Dan dalam penertiban Polisi Pamong Praja memberi penyuluhan pada para pelajar dengan cara mendatangi sekolah-sekolah. 
3. Gangguan dibidang ekonomi;
Pedagang Kaki Lima (PKL) yang banyak di jumpai di atas trotoar atau di pinggir jalan umum sangat mengganggu pejalan kaki, lalu lintas, kebersihan dan keindahan lingkungan dan merusak Tata Ruang Kota, Polisi Pamong Praja berusaha menertibkan Pedagang Kaki Lima di pindahkan pada tempat yang telah di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubar.
4. Gangguan dibidang sosial budaya;
Banyak Pengamen jalanan yang mengganggu para pengguna jalan raya disekitar wilayah kota, Polisi Pamong Praja berupaya menertibkan atau merazia dengan cara menangkap dan mendata untuk diserahkan ke tempat rehabilitas untuk penampungan, penyantunan, pendidikan (panti karya), pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah asal atau transmigrasi untuk mengembalikan peran mereka sebagai masyarakat. 

B. Upaya yang dilakukan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Kubar.
Prinsip dasar yang diambil Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kubar dalam mengatasi hambatan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah adalah diupayakan tidak menimbulkan masalah baru dan lebih mengutamankan pendekatan kemanusiaan dan koordinasi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan terebut maka Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya antara lain : 
1. Kelembagaan 
Penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban Peraturan Daerah di wilayah yang sama pada wilayah berbeda ditangani oleh Polisi Pamong Praja tingkat kecamatan di bawah komando Polisi Pamong Praja Kabupaten

2. Sumber Daya Manusia 
Dalam rangka peningkatan kinerja Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kubar rekruitmen personil Polisi Pamong Praja harus sesuai ketentuan yang berlaku dan Polisi Pamong Praja berupaya mengirimkan personilnya dalam diklat teknis maupun fungsional.
3. Jaringan Kerja
Menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam penanganan Peraturan Daerah dengan didasari hukum yang berlaku.
4. Lingkungan yang belum kondusif
Memberikan penyuluan dan bimbingan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah dan personil Polisi Pamong Praja memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar kinerja Polisi Pamong Praja bisa optimal.
Upaya-upaya yang telah di lakukan dengan cara sering melakukan pengiriman personil Polisi Pamong Praja ke dalam diklat dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi-instansi terkait. Dalam mewujudkan tugas dan fungsi pokoknya, Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubar sudah cukup berupaya optimal. Namun masih ada hambatan yang di hadapi Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas menegakan Peraturan Daerah. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya antara lain : 

BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Kubar berjalan dengan baik, karena Polisi Pamong Praja sering melakukan kegiatan operasional yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil, mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah.
2. Upaya Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rangka penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Kubar sebagai berikut : (a) Kelembagaan, pelaksanaan program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan peraturan daerah; (b) Sumber Daya Manusia, tuntutan dari masyarakat terhadap kecepatan dan ketepatan pelayanan oleh aparatnya ; (c) Jaringan Kerja, adanya Tim Tibcarlantas yang merupakan dasar dalam melakukan koordinasi di bidang ketertiban dan kelancaran lalu lintas; (d) Lingkungan yang belum Kondusif, sarana dan Prasarana pendukung teknis operasional pembinaan dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah masih kurang. Pada sisi yang lain memberikan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah dan personil Polisi Pamong Praja memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar kinerja Polisi Pamong Praja bisa optimal.
B. Saran-Saran 
Hasil penelitian yang tidak terjawab dalam kesimpulan dapat disarankan sebagai berikut : 
1. Seyogyanya Polisi Pamong  Praja disamping sebagai aparat daerah juga sangat terkait dengan kepentingan pemerintah pusat, sehingga di sini kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai perekat kesatuan bangsa, karenanya langkah dibidang ketentraman dan ketertiban tidak boleh bersifat kedaerahan, akan tetapi bersifat nasional. 
2. Hendaknya perlu dikembangkan sumber daya manusia personil Polisi Pamong Praja kedepan seiring dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja semakin luas, untuk itu perlu didukung oleh personil yang kuantitas dan kualitasnya.
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